
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 10; TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN 

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa untuk memenuhi asas kepatutan, kewajaran, 
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku 
terhadap besaran pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bondowoso, perlu menyesuaikan ketentuan besaran 
tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, pakaian 
dinas dan atribut sebagaimana tertuang dalam Peraturan 
Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 
12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. U ndang-Undang .. . 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6396); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6673); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6197); 

9. Peraturan .. . 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
N omor 4 Seri A); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso 
Nomor 13); 

13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 201 7 Nomor 43) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 
201 7 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 75); 

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bondowoso Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso 
(Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 
84A); 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 42 
TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7 
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

Pasal I. .. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 201 7 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Bondowoso Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 201 7 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2019 Nomor 75), diubah sehingga 
Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas 
dan atribu t. 

(2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), disediakan 2 
(dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 1.250.000,- (satu 
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) disediakan 1 
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; 

c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.958.000,- (dua 
juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) 
disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; 

d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar 
Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu 
rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun; dan 

e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar 
Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 
tahun. 

(3) Standar satuan harga atribut sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) adalah: 
a. 1 (satu) Lencana sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus 

delapan puluh ribu rupiah) per tahun; dan 
b. 1 (satu) Topi Dinas sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus 

sembilan puluh ribu rupiah) per tahun. 

Pasal II . . . 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 1 D,wrmbczr ao.:,.o 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 7 Dar~m ber ~0.20 

NDOWOSO, 

S DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR l03 


